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BUPATI BATANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR 11 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BATANG,  

 
Menimbang : a.  bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan 

yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara 
pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola 

keuangannya secara mandiri; 

b. bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menggunakan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengacu pada rincian 
yang tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan 
belanja daerah; 

c. bahwa dengan adanya penyesuaian pagu rekening belanja gaji 
dan tunjangan Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati 
Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Nomo 59 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa  kali  terakhir  
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang   
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 59) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2024 Nomor 9); 

 
 MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.  

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 59) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.958.650.343.233,00 (satu triliun 
sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus 
empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
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c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

 
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp1.447.597.180.099,00 (satu triliun empat ratus 
empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus 
delapan puluh ribu sembilan puluh sembilan), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja hibah; dan 
d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp 851.911.465.241,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar 
Sembilan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus 
empat puluh satu rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp 494.162.630.055,00 (empat ratus sembilan puluh 
empat miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu lima 
ratus lima rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp 90.119.731.553,00 (sembilan puluh miliar seratus sembilan belas 

juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). 
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp11.403.353.250,00 (sebelas miliar empat ratus tiga 
juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). 

 
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp142.019.286.487,00 (seratus empat puluh dua 
miliar sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus 
delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja modal tanah; 
b. belanja modal peralatan dan mesin; 
c. belanja modal bangunan dan gedung; 
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
e. belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp26.399.228.612,00 (dua puluh enam miliar 
tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam 
ratus dua belas rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp53.755.295.196,00 (lima puluh tiga miliar 
tujuh ratus lima lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus 
sembilan puluh enam rupiah); 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.354.155.450,00 (enam puluh satu 
miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu empat 
ratus lima puluh rupiah); 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e direncanakan sebesar Rp220.607.229,00 (dua ratus dua puluh juta enam 
ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah). 
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4. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 
 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 27 Mei 2024 
 
Pj. BUPATI BATANG, 
 
 ttd 
 
  LANI DWI REJEKI 
 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 27 Mei 2024 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 
 ttd 
  

ARI YUDIANTO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 11 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008


